GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DAN PRODUK HUKUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

a. bahwa dalam rangka pembentukan Produk Hukum

Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah haruslah senantiasa menciptakan suasana
tertib tanpa mengurangi prinsip demokratisasi
dimasyarakat sesuai dengan Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

. bahwa untuk menjawab permasalahan dalam

pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk
Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik di
lingkungan Pemerintah Daerah maupun di lingkungan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga untuk
keseragaman pikir antara Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam setiap
tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah perlu
adanya suatu pedoman;

. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Dan
Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
masih terdapat kekurangan dan belum dapat
menampung perkembangan kebutuhan masyarakat
mengenai aturan pembentukan Produk Hukum Daerah
dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang baik sehingga perlu diganti;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara
Pembentukan Produk Hukum Daerah Dan  Produk
Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



Mengingat

. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 827);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5339);

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11
Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 58);

. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007
Nomor 7);

. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan Daerah Istimewa (Lembaran Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 1);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN
PRODUK HUKUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat DIY, adalah
daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintahan Daerah DIY adalah pemerintahan daerah dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.

Pemerintah Daerah DIY, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah
adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY
dan perangkat daerah.

Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY
yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, yang selanjutnya disingkat DPRD,
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah DIY.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
SKPD, adalah lembaga/instansi dilingkungan Pemerintah Daerah DIY.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya
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terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah
dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda adalah
merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam
rapat paripurna DPRD yang berfungsi di bidang legislasi.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan
Daerah yang dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur
untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Istimewa yang selanjutnya disebut Perdais adalah
Peraturan Daerah yang dibentuk oleh DPRD dan Gubernur untuk
mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.

Peraturan Gubernur adalah Peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah Perda dan/atau
Perdais dan/atau penjabaran Peraturan perundang-undangan dalam
rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah di Daerah.

Peraturan Bersama Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh
Gubernur dengan dua atau lebih kepala daerah lain.

Keputusan Gubernur adalah produk hukum daerah yang ditetapkan oleh
Gubernur yang bersifat konkrit, individual, dan final.

Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan
perundang-undangan di DIY yang mencakup tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan  atau  penetapan, dan
pengundangan.
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Program Legislasi Daerah DIY yang selanjutnya disebut Prolegda adalah
instrumen perencanaan program pembentukan Perda dan Perdais yang
disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Musrenbangda adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum
dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah
tersebut dalam suatu rancangan Perda atau rancangan Perdais sebagai
solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pengundangan adalah penempatan Perda dan/atau Perdais dalam
Lembaran Daerah DIY.

Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang
digunakan untuk mengundangkan Perda dan Perdais.

Hari adalah hari kerja.
Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.

Pasal 2

Perda ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman dalam pembentukan
Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD.
Perda ini dibentuk dengan tujuan:

a. mewujudkan pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk hukum
DPRD, secara terencana, terpadu, sistematis dan tertib; dan

b. mewujudkan kepastian hukum dalam proses pembentukan Produk
Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD.

Pasal 3

Asas pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD

meliputi:

a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

Pasal 4

Materi muatan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus
mencerminkan asas:

a.

b.

pengayoman;

kemanusiaan,;



